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7. DINAS SOSIAL PROV. JAWA TENGAH 

A PROGRAM / KEGIATAN UNGGULAN   
1. Pengelola Data Kemiskinan melalui 

Penguatan dan Pendampingan Verifikasi dan 
Validasi Data Terpadu Kesejahtearan Sosial 
(DTKS) 

Pengelola Data Kemiskinan melalui Penguatan dan 
Pendampingan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu 
Kesejahtearan Sosial (DTKS) di 35 Kab/Kota. 

1.​ DTKS merupakan sumber data utama pemerintah dalam 
menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial 
dan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Penanganan Fakir Miskin. 

2.​ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditetapkan oleh 
Kemensos RI, memuat semua variabel kemiskinan yakni 
data kepemilikan aset, pendidikan, demografi, kesehatan, 
kepesertaan progam dan perumahan.  

3.​ Sejak awal tahun 2021 DTKS ditetapkan Kementerian 
Sosial hanya memuat data identitas diri dan beberapa 
tambahan data nama ibu kandung, ID DTKS dan data 
bansos. 

4.​ DTKS yang dipergunakan guna mendukung program 
penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah saat ini adalah  
DTKS penetapan Oktober 2020 karena masih memuat 
komponen/variabel kemiskinan yang memungkinkan untuk 
dipilah data sesuai dengan kebutuhan, tupoksi dan 

Rp. 1.000.000.000,- 
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kewenangan instansi baik Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota. 

5.​ Verifikasi dan validasi DTKS dilaksanakan oleh 
Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG yang sejak tahun 
2021 dilakukan setiap bulan termasuk penetapannya oleh 
Kemensos RI. 

6.​ Mendasar pada kondisi DTKS saat ini yang tidak dapat 
dipergunakan sebagai dasar penetapan sasaran program 
perlindungan dan jaminan sosial, maka Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2022 menginisiasi Pemuthakiran Data Terpadu Jawa 
Tengah (DT Jateng) bersama dengan Dinas Sosial 
Kabupaten/kota.  

7.​ Dasar kegiatan Pemuthakiran DT Jateng adalah DTKS 
Kementerian Sosial penetapan terakhir (bulan februari 
2022) yang telah disinkronkan dengan DTKS hasil 
penetapan bulan Oktober 2020 melalui aplikasi Sistem 
Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Jateng Versi 2 
(SIKS-DJ V.2) Modul DT Jateng. 

8.​ Aplikasi SIKS DJ V.2 dikembangkan hingga level desa untuk 
mendukung verval Data Kemiskinan berbasis DTKS dengan 
varibel data Identitas, Pendidikan, Demografi, Kepemilikan 
Aset, Pekerjaan, Kesehatan, Kepesertaan Progam dan 
kondisi Perumahan termasuk foto dan tagging lokasi. Dalam 
aplikasi juga di sajikan kebutuhan pelayanan dasar sesuai 
dengan wilayah masing-masing. 
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2. Penanganan Fakir Miskin melalui Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) 
Penanganan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha 
Bersama  (KUBE) dilakukan di 35 kab/ kota melalui 
Bimbingan Sosial calon KUBE Fakir Miskin diarahkan 
kepada masyarakat terdampak covid untuk pemulihan 
ekonomi (1 KUBE @10 orang) dilaksanakan oleh Dinas 
Sosial kriteria sasaran KUBE     yaitu: 
▪​ Keluarga Fakir Miskin yang terdaftar dalam Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
▪​ Berusia 18 – 60 tahun dan masih produktif 
▪​ Bersifat kelompok ( satu kelompok terdiri dari 10 

orang) 
▪​ Mempunyai kemampuan mengembangkan usaha 
▪​ Diusulkan dan direkomendasikan oleh Dinas/Instansi 

Sosial Kab./Kota setempat 
▪​ KUBE​ yang​ sudah​ berdiri​ perlu​ adanya​

penguatan kapasitas dan skill dalam bidang 
kewirausahaan. 

Bantuan KUBE sebanyak 558 KUBE @ 20jt, terdiri :  
1.​ KUBE FM Desa/Kota (30 KUBE) @ Rp. 20 jt 
2.​ KUBE donasi Queensland (528 KUBE) @ Rp. 20jt  

 
Rp. 11.495.000.000,- 

3. Rehabilitasi Sosial PMKS dalam Panti 
Pemerintah Provinsi 

Rehabilitasi Sosial PMKS dilaksanakan di 56 Panti Pemerintah 
Provinsi melalui penyediaan kebutuhan permakanan, sandang, 
asrama, bimbingan sosial  spiritual dan mental, penyediaan 
layanan kesehatan dan pendidikan, reunifikasi dan 
pemulasaraan bagi penerima manfaat dalam panti. 
Sasaran adalam PMKS terlantar dalam panti seperti lanjut usia 
terlantar, penyandang disabilitas terlantar, anak dan balita 
terlantar, PGOT dan PMKS lainnya. 

 
Rp. 50.894.055.000,- 
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Target : 4.602 Penerima Manfaat 

4. Subsidi Satu Orang Satu Hari (SOSH) bagi 
PMKS dalam Panti Swasta 

Bantuan subsidi permakanan satu orang satu hari (SOSH) 
berupa bahan pokok yang diberikan kepada 4.450 Penerima 
Manfaat (PM) melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Panti 
Swasta sebagai berikut : 
a.​ 1.700 PM Anak di 117 LKS 
b.​ 400 PM Lanjut Usia di 21 LKS 
c.​ 2.100 PM Disabilitas di 59 LKS 
d.​ 250 PM Gelandangan Pengemis di 9 LKS 

 
Rp.3.657.900.000,- 

5. Penyediaan alat bantu bagi penyandang 
disabilitas 

Pemenuhan kebutuhan mobilitas penyandang disabilitas 
berupa kursi roda disesuaikan dengan jenis 
kedisabilitasannya     sejumlah 50 buah 

 
Rp. 100.000.000,- 

6. Penanganan Bencana Alam dan Bencana 
Sosial 

1.​ Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial 
dilaksanakan dalam bentuk Pemenuhan Kebutuhan 
Permakanan, sandang, Pengungsian dan pendampingan 
psikososial bagi korban bencana alam dan sosial serta 
penanganan khusus bagi kelompok rentan. 

2.​ Pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dilaksanakan 
untuk memberikan layanan kepada masyarakat terdampak 
bencana, termasuk penyediaan dapur umum bagi 
pengungsi korban bencana. 

 

 
Rp. 1.700.000.000,- 

  Penyaluran Bantuan Barang Kesiapsiagaan Bencana  
melalui anggaran pusat/Kemensos dilaksanakan secara 
reguler meliputi penyediaan barang berupa kebutuhan 
dasar  lauk pauk dan sandang, Mobilisasi Peralatan dan 
Kelengkapan Bencana (tenda, kasur, dll), dan penyaluran 

Rp. 10.514.709.985,- 
(neraca persediaan) 
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beras regular. 
Pengeluaran barang persediaan Kemensos s/d Juli 2022 
sebesar Rp. 2.258.651.675,- 

 
7. Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
Pemberdayaan sosial bagi PSKS meliputi Pekerja Sosial 
Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
(TKSK), PSKS berbasis keluarga dan PSKS Berbasis 
Kelembagaan (LKS, Orsos, dll) 
Termasuk didalamnya honorarium TKSK dan Hibah Bansos  
bagi LKS  

 
Rp. 6.929.750.000,- 
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B 
BANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA 
MASYARAKAT (HIBAH, BANSOS, 
BANKEU, DAN BANTUAN LAINNYA) 

  

1. Kartu Jateng Sejahtera (KJS) A.​ KJS merupakan program bantuan sosial yang ditujukan 
untuk keluarga miskin non produktif yang belum tersentuh 
program/bantuan dari pemerintah. KJS membantu masyarakat 
miskin yang tidak berdaya, tidak produktif, yang tidak 
menerima bantuan pemerintah, baik APBN, APBD Provinsi, 
maupun APBD kabupaten/kota. 
B.​ Sasaran dari program KJS adalah Fakir Miskin Non 
Produktif dengan kriteria 1. Penyandang disabilitas (mental 
retardasi, psikotik dan eks psikotik, disabilitas fisik berat, 
disabilitas mental); 2. Berpenyakit kronis (TBC, stroke, kanker 
atau tumor ganas, gagal ginjal, paru-paru flek, penyakit kronis 
lainnya yang ditentukan oleh tenaga medik); 3. Belum 
mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah pusat 
kecuali program jaminan kesehatan dan 4. Berdomisili di 
Provinsi Jawa Tengah. 
C.​Bantuan per KK/bulan @Rp. 250.00,- selama 12 bulan 
D.​Target : 12.764 KPM 
 
TW REALISASI PENYALURAN RETUR/TIDAK DIAMBIL 
 Orang Rp. Orang Rp. 
I 10.252 7.689.000.000 1.385 1.038.750.000 
II 9.804 7.353.000.000 448 336.000.000 
III 9.795 7.346.250.000 270 202.500.000 
IV     

 

Rp. 38.292.000.000,- 
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2 Bantuan Sosial DBHCHT Bantuan kepada 71.000 orang buruh tani tembakau dan/atau 

buruh pabrik rokok, yang bersumber dari dana DBHCHT    
@  Rp. 300.000,-/bulan selama 4 bulan mulai dari Bulan Juni 
s.d. September 2022, akan disalurkan 2 kali @ Rp. 600.000,- 
(Enam ratus ribu rupiah) pada bulan Juli dan Agustus 2022 
dengan kriteria : 
▪​ Prioritas terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS). 
▪​ Memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP). 
▪​ Bagi Buruh Tani Tembakau (Memiliki Surat Keterangan 

sebagai Buruh Tani Tembakau dari Kepala Desa dan 
diusulkan oleh Dinas yang membidangi Pertanian dan 
Perkebunan Kab/Kota) dan Bagi Buruh pabrik rokok 
(Memiliki Surat Keterangan sebagai buruh pabrik rokok 
dari perusahaan dan diusulkan oleh Dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota). 

▪​ Tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 

▪​ Diutamakan bagi KPM yang belum menerima Bantuan 
Sosial baik dari Pusat/Provinsi/Kab/Kota/BLT DD. 

 
THP SASARAN SALUR SISA  KETERANGAN 
I 71.000 69,090 1,910 GAGAL SALUR 

Data salah : 252 
Alamat tdk ditemukan : 81 
Meninggal : 25 
Resign : 1,382 
Pindah alamat : 124 
Sudah dapat bantuan : 44 

II 

72.910 

72.244 666 GAGAL SALUR 
Data salah : 20 
Alamat tdk ditemukan : 10 
Meninggal : 4 
Resign : 552 

Rp. 87.759.859.000,- 
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Pindah alamat : 6 
Sudah dapat bantuan : 7 
PM diluarkota KK Tunggal 
: 67 

     
 

3. Bantuan Kelompok  Usaha Bersama (KUBE) a.​ Bantuan Kelompok Usaha Bersama           (KUBE) 
Kota/Desa diarahkan kepada masyarakat terdampak 
covid untuk pemulihan ekonomi dengan sasaran 30 
KUBE @ Rp. 20.000.000,- dengan  kriteria sasaran 
KUBE     yaitu: 
●​ Keluarga Fakir Miskin yang terdaftar dalam Data 

Terpadu  Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
●​ Berusia 18 – 60 tahun dan masih produktif 
●​ Bersifat kelompok ( satu kelompok terdiri dari 10 orang) 
●​ Mempunyai kemampuan mengembangkan usaha 
●​ Diusulkan dan direkomendasikan oleh Dinas/Instansi 

Sosial     Kab./Kota setempat 
Kabupaten Yang mendapatkan Bantuan Sosial KUBE 
antara lain: 

1. Kabupaten Sragen 
2. Kabupaten Pemalang 
3. Kabupaten Purworejo 
4. Kabupaten Karanganyar 
5.Kabupaten Temanggung 
6. Kota Salatiga 
Masing-masing Kabupaten Kota Mendapatkan 5 KUBE 

 

Rp. 600.000.000,- 
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b.​ Program Arrangement Donasi Queensland, Australia for 
hansling Covid-19 in Central Java di gunakan untuk 
kegiatan Usaha Ekonomi Produktif untuk 528 KUBE yang 
terdiri dari 7 (tujuh) cluster usaha yaitu perdagangan, Jasa, 
Peternakan, Industri Rumahan, Pertanian, Perikanan, dan 
Industri Olahan Makanan. Selain itu anggaran itu juga 
teralokasi untuk supervisor dan pendamping KUBE yang 
akan melakukan pendampingan secara langsung di 
lapangan kepada penerima bantuan.  
Progress Bantuan per tgl 26 September 2022 September 
2022: Rp. 3.238.725.000 (32,40 %) (sedang proses 
penyaluran) 
Sasaran KUBE  
Belanja Uang yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat 
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 
Klusterisasi Jenis Usaha 
No Jenis Usaha Satuan / 

Klmpk 
Jumlah (Rp) 

1 Perdagangan 174 17.800.000 
2 Jasa 60 18.600.000 
3 Peternakan 140 20.000.000 
4 Industri Rumahan 27 18.500.000 
5 Perkebunan/Pertanian 10 18.505.000 
6 Perikanan 19 18.550.000 
7 Olahan Makanan 98 18.400.000 

 
 

Rp. 9.995.000.000,- 
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5. Bantuan LKS percepatan pemulihan Ekonomi 

Masyarakat miskin terdampak Covid-19 
(Queensland) 

Program Arrangement Donasi Queensland, Australia for 
hansling Covid-19 in Central Java di gunakan untuk kegiatan 
bantuan LKS yang bertujuan untuk untuk percepatan 
pemulihan ekonomi masyarakat miskin terdampak covid-19 
Sasaran : 
-​ PMKS yaitu Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan 

Penyandang Disabilitas terlantar sebanyak 385 LKS, 
yakni: 
a.​ LKS Anak ​ : 293 di 35 Kab/Kota 
b.​ LKS Lanjut Usia ​ :   22 di 10 Kab/Kota​  
c.​ LKS Penyandang Disabilitas​ :   70 di 22 Kab/Kota 

 

Jenis bantuan: 
▪​ Setiap LKS mendapatkan Rp. 5.000.000,-  
▪​ Diperuntukkan membeli kebutuhan pokok dan barang 

atau bahan pencegahan penyebaran Covid. 
 

Mekanisme: 
1.​ Sosialisasi bantuan hibah Queenland ke LKS; 
2.​ Pengajuan proposal bantuan dari LKS; 
3.​ Verifikasi dan validasi LKS;  
4.​ Pengajuan usulan penerima bantuan dan proposal 

dinyatakan benar sesuai dengan data; 
5.​ Penetapan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Tengah; 
6.​ Pencairan bantuan melalui transfer rekening bank LKS; 
7.​ Penandatanganan berita acara serah terima bantuan; 
8.​ Pemanfaatan bantuan sesuai dengan keperuntukannya; 
9.​ Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan. 
 
Progress Bantuan per September :  sedang proses penyaluran 

Rp. 1.925.000.000,- 
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6. Bantuan Pemberdayaaan Sosial Kelembagaan Bantuan diberikan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial Kelembagaan dalam upaya mendukung upaya 
penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dengan sasaran 
sebanyak 11 LKS Swasta, dengan rincian:  
●​ Bantuan sarpras komputer sebanyak 1 LKS senilai Rp 

75.000.000,- 
●​ Bantuan berupa pelatihan sebanyak 3 LKS senilai Rp 

160.000.000,- 
●​ Bantuan rehab atau pembangunan sebanyak 7 LKS senilai 

Rp 670.000.000,- 
 

Rp. 905.000.000,- 

7. Jasa tenaga Penanganan Sosial TKSK   Jasa penanganan sosial berupa honorarium bagi TKSK untuk 
576 orang dengan rincian perbulan @Rp 750.000,- (selama 
12 bulan) 
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai 
perwujudan partisipasi masyarakat dan ujung tombak 
penyelenggara kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. 
Keberadaan TKSK di Jawa Tengah sangat penting, karena 
merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam 
menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
(PPKS). 
Kinerja TKSK Jawa Tengah :  
▪​ Respon cepat terhadap aduan permasalahan pemerlu 

pelayanan kesejahteraan sosial 
▪​ Agen Perubahan sebagai motor penggerak dan garda 

terdepan dalam penanganan pemerlu pelayanan 

RP 5.184.000.000,- 
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kesejahteraan sosial 

▪​ Pendataan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan 
potensi sumber kesejahteraan sosial 

C PENGHARGAAN YANG DITERIMA   

  -   

     
 

 



 

 


